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BAB 
VI
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Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2016 dengan mendayagunakan sumber pendanaan yang terbatas maka dalam implementasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi NTT wajib menerapkan prinsip-prinsip efisensi, efektivitas, tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Persyaratan utama dalam implementasi adalah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendapatkan keterpaduan Program dan Kegiatan yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur dari berbagai sumber pendanaan, baik sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan dari stakeholders lainnya yang berasal dari Swasta, maupun bantuan pendanaan melalui NGO dan Lembaga Kejasama Bilateral dan Multilateral. Bagian dari upaya koordinasi ini telah dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang mulai dari jenjang pemerintahan terendah yaitu Desa hingga pelaksanaan Musrenbang Nasional. Acuan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 selain dari dokumen perencanaan menengah daerah, juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, oleh karena itu RKP Tahun 2016 menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi dan pelayanan umum pemerintah dan pelayanan umum dalam APBD Tahun Anggaran 2016.
	
Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap Program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing SKPD perlu menyempurnakan Renja SKPD tahun 2016 sebagai berikut:
1. Usulan pembangunan tahun 2016 harus didukung perencanaan berkualitas, oleh karena itu setiap usulan program/kegiatan pembangunan akan dilengkapi kelengkapan dokumen yaitu; (a)  target dan sasaran yang terukur; (b) lokasi  yang  jelas; (c) dokumen teknis berupa Survey Investigation Design (SID), proposal dan TOR sesuai jenis program/kegiatan;
2. Untuk menjamin kepastian terpenuhinya dokumen pendukung usulan Program/kegiatan pembangunan tahun 2016, maka Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur secara intensif berkoordinasi sehingga masing-masing  SKPD terkait Tingkat Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota sebagai pengusul memenuhi kewajibannya;
3. Usulan strategis, lintas Kabupaten/Kota dan memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Nusa Tenggara Timur  maka usulannya disiapkan SKPD Provinsi;
4. Usulan strategis dalam  satu wilayah Kabupaten/Kota  maka usulannya disiapkan SKPD Kabupaten/Kota;
5. Kegiatan fisik yang membutuhkan desain, maka pembiayaan studi desain dapat dilakukan melalui pendanaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
Demikian Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 disusun untuk menjadi pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerjanya dan juga sebagai dokumen acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun 2016 selanjutnya.
Semua perencanaan Program dan Kegiatan selanjutnya, tidak dapat keluar dari kerangka acuan yang telah ditetapkan di dalam RKPD ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat termuat dalam RKPD Tahun 2016 ini.
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